
 
 
 

 

WALIKOTA SURABAYA 
SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR  17  TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 83 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  

PANTI REHABILITASI SOSIAL  
PADA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA 

 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 
 
Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial 

Kota Surabaya di bidang sosial, khususnya rehabilitasi sosial 
gelandangan, pengemis dan gelandangan penderita eks psikotik 
terlantar, telah dibentuk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Panti Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya 
berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2008; 

 
b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, 
maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2008 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 
2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti 
Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya. 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 
1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039); 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Tahun 1999  Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890); 

 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 
1981 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 
 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 
 
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi  Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 8); 

 
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10); 

 
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); 

 



 3

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Sosial 
pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 83); 

 
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008    
Nomor 88). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan     :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 83 TAHUN 2008 
TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
PANTI REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KOTA 
SURABAYA. 

 
 

Pasal I 
 
Semua kalimat Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi 
Sosial dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2008 
tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi 
Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2008 Nomor 83) diubah, sehingga berbunyi Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Pondok Sosial Keputih. 
 
 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan 
berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya. 

 
 
 

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Maret 2009     

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
ttd 

 
BAMBANG DWI HARTONO 

 
 

Diundangkan di ..................... 
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Diundangkan di  Surabaya 
pada tanggal  6 Maret 2009     14  
April 2008 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 
 

ttd 
 

SUKAMTO HADI 
 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 25 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan 
u.b 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum. 
Penata Tingkat I 
NIP. 510 124 857 
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